PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT

DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014

Menetapkan : 1.

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
menyatakan bahwa kewenangan penanaman modal menjadi
kewenangan kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu, sehingga
nomenklatur jabatan penanaman modal pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Barito Utara yang telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, perlu
dihapus;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu melakukan perubahan kedua atas Peraturan
Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito
Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Barito Utara.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor
4437);

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 02 Tahun 2008

tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan
Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 03 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun
2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Utara Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor
03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Utara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

Menetapkan

dan

BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
BARITO UTARA.

Pasall

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran

Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah



Kabupaten Barito Utara Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah

Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
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Kabupaten Barito Utara Nomor 1), diubah sebagai berikut :

Ketentuan pada Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 29

(1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri

g.
(2) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi

sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian dan satu

. Kepala Badan;

. Sekretariat, terdiri dari :

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2) Subbagian Perencanaan; dan

3) Subbagian Keuangan.

Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana, terdiri dari :
1) Subbidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum; dan

2) Subbidang Sumber Dalam Alam dan Lingkungan Hidup.
Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, terdiri dari :
1) Subbidang Pertanian, dan

2) Subbidang Ekonomi dan Investasi.

. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya, terdiri dari :

1) Subbidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat, dan

2) Subbidang Kependudukan dan Pemerintahan.

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian, terdiri dari :
1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan; dan

2) Subbidang Pengendalian.

Kelompok Jabatan Fungsional.

kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



-5-

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito

Utara.
Ditetapkan di Muara Teweh.
pada tanggal 22 Juli 2015
BUPATI BARITO UTARA,
ttd
NADALSYAH
Diundangkan di Muara Teweh

pada tanggal 22 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

JAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2015 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd

H. FAKHRI FAUZI, M.H.
NIP. 19710921 199803 1 004
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

UMUM

Kelembagaan Perangkat Daerah telah dibentuk dengan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Utara. Pada tahun 2012 berdasarkan hasil evaluasi
kelembagaan telah dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah dimaksud

yaitu melakukan penyempurnaan nomenklatur jabatan pada Dinas Pertanian,

Perikanan dan Peternakan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset, Badan Lingkungan Hidup, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

juga terdapat penyempurnaan dan penambahan nomenklatur jabatan pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sedangkan perubahan
nomenklatur organisasi dan penghapusan nomenklatur jabatan terdapat pada

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Perubahan kedua ini adalah untuk menghapus nomenklatur jabatan

Bidang Penanaman Modal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Hal ini dilakukan karena berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun

2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada Pasal 13
menyebutkan bahwa BPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3)

dan Pasal 11 ayat (3) selain penyelenggaraan fungsi pelayanan terpadu
Perizinan dan Nonperizinan, melakukan fungsi penyelenggaraan penanaman

modal.

Penghapusan Bidang Penanaman Modal pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah adalah tidak bertentangan dengan batasan dan
perumpunan yang diatur dalam pasal 21 ayat (3) dan pasal 22 Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan
Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan
Organisasi Perangkat Daerah yang menyebutkan bahwa setelah organisasi

perangkat daerah ditetapkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu)
tahun apabila dipandang perlu dapat dilakukan perubahan.



II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2015 NOMOR 4
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LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3

TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT
I
[ [ ]
SUBBAGIAN UMUM DAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN KEUANGAN
KEPEGAWAIAN PERENCANAAN
[ I I |
BIDANG PERENCANAAN FISIK BIDANG PERENCANAAN BIDANG PERENCANAAN BIDANG PENELITIAN,
DAN RPASARANA PEMBANGUNAN EKONOMI PEMBANGUNAN SOSIAL DAN PENGEMBANGAN DAN
BUDAYA PENGENDALIAN
I I I I
SUBBIDANG PERHUBUNGAN SUBBIDANG PENDIDIKAN DAN SUBBIDANG PENELITIAN DAN
DAN PEKERJAAN UMUM SUBBIDANG PERTANAHAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PENGEMBANGAN
SUBBIDANG SUMBER DAYA
SUBBIDANG EKONOMI DAN SUBBIDANG KEPENDUDUKAN
ALAM DAN LINGKUNGAN INVESTASI DAN PEMERINTAHAN SUBBIDANG PENGENDALIAN
UPT
| BUPATI BARITO UTARA,
[
ttd

NADALSYAH



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
BARITO UTARA

MUARA TEWEH
2015



